
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 18 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 

BERBASIS WILAYAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  :  a. bahwa fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat 

untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan 

menghasilkan limbah medis yang berpotensi 

menimbulkan risiko penularan penyakit dan gangguan 

kesehatan lainnya serta pencemaran lingkungan hidup, 

sehingga perlu dilakukan pengelolaan limbah medis; 

b. bahwa pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan

kesehatan belum optimal karena jumlah dan kapasitas

pengelola limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan

masih terbatas dan tidak seimbang dengan jumlah

fasilitas pelayanan kesehatan yang menghasilkan limbah

medis sehingga perlu dukungan pemerintah daerah

untuk memfasilitasi pengelolaan limbah medis di

wilayahnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengelolaan

Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis

Wilayah;
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Menemukan kesalahan ketik dalam dokumen? Klik di sini untuk perbaikan.

https://forms.gle/zEGYRXffvNpUmi656


Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang

Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5617);

8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang

Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG 

PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS FASILITAS PELAYANAN 

KESEHATAN BERBASIS WILAYAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Limbah Medis adalah hasil buangan dari aktifitas medis 

pelayanan kesehatan.  

2.  Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat 

dan/atau tempat yang digunakan untuk 

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik 

promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang 

dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, 

dan/atau masyarakat. 

3. Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Berbasis Wilayah adalah upaya pengelolaan limbah 

medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang seluruh 

tahapannya dilakukan di suatu wilayah sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuan daerah. 

4. Pengelola Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

yang selanjutnya disebut Pengelola adalah perusahaan 

berbentuk badan hukum yang melakukan pengelolaan 

Limbah Medis di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 

5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden 

dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan. 

7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
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pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

BAB II 

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS 

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS WILAYAH 

Pasal 2 

Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaksanakan 

pengelolaan Limbah Medis. 

Pasal 3 

(1) Dalam rangka meminimalkan risiko pencemaran

lingkungan dan dampak kesehatan, penyalahgunaan

Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan

mengoptimalkan pengelolaan Limbah Medis Fasilitas

Pelayanan Kesehatan di suatu wilayah, diselenggarakan

Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Berbasis Wilayah.

(2) Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Limbah Medis

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah

Daerah memfasilitasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang

tidak mampu mengelola limbah medisnya sendiri melalui

penyediaan Pengelola.

(3) Penyediaan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat dilakukan melalui pembentukan unit pelaksana

teknis daerah, badan usaha milik daerah, dan/atau

bekerja sama dengan pihak swasta sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 

Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah terlebih dahulu 

melakukan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 5 

Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Berbasis Wilayah dilakukan melalui pengelolaan Limbah 

Medis secara: 

a. internal; dan 

b. eksternal. 

 

Pasal 6 

(1) Pengelolaan Limbah Medis secara internal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi tahapan: 

a. pengurangan dan pemilahan; 

b. pengangkutan internal; 

c. penyimpanan sementara; dan  

d. pengolahan internal. 

(2) Pengelolaan Limbah Medis secara internal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan dan dapat difasilitasi oleh 

Pemerintah Daerah. 

(3) Pengurangan dan pemilahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(4) Pengangkutan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

dengan menggunakan alat angkut tertutup beroda 

menuju tempat penyimpanan sementara limbah bahan 

berbahaya dan beracun.  

(5) Penyimpanan sementara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c dilakukan pada tempat penyimpanan 

sementara limbah bahan berbahaya dan beracun yang 

memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(6) Pengolahan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d dilaksanakan dengan metode non insenerasi 

terhadap Limbah Medis tertentu dengan cara mengubah 

bentuk dari bentuk semula sehingga tidak 

disalahgunakan. 
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Pasal 7 

(1) Pengelolaan Limbah Medis secara eksternal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan oleh

Pengelola melalui tahapan:

a. pengangkutan eksternal;

b. pengumpulan;

c. pengolahan; dan

d. penimbunan.

(2) Pengangkutan eksternal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dilakukan:

a. dari tempat penyimpanan sementara limbah bahan

berbahaya dan beracun di Fasilitas Pelayanan

Kesehatan ke tempat pengumpulan; atau

b. dari tempat penyimpanan sementara limbah bahan

berbahaya dan beracun di Fasilitas Pelayanan

Kesehatan ke tempat pengolahan akhir.

(3) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilakukan pada tempat pengumpulan yang

memiliki izin pengumpul sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(4) Tempat pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(5) Pengolahan dan penimbunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 

Pelaksanaan pengelolaan Limbah Medis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 mengacu pada Pedoman 

Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Berbasis Wilayah yang tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 

ini. 
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BAB III 

SUMBER DAYA 

 

Pasal 9 

Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah diperlukan dukungan 

sumber daya yang paling sedikit berupa: 

a. lahan untuk lokasi pengelolaan sesuai dengan ketentuan 

tata ruang;  

b. sarana dan prasarana dalam pengelolaan Limbah Medis 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan;  

c. sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan 

kompetensi dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya 

dan beracun; dan 

d. pendanaan. 

 

Pasal 10 

Pendanaan Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan Berbasis Wilayah bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan 

belanja daerah, swasta/masyarakat, dan sumber lain yang 

sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

 

Pasal 11 

Jenis sumber daya yang dibutuhkan dalam Pengelolaan 

Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis 

Wilayah mengacu pada Pedoman Pengelolaan Limbah Medis 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah yang 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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BAB IV 

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT DAN 

PEMERINTAH DAERAH  

Pasal 12 

Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah, Pemerintah Pusat 

bertanggung jawab: 

a. menyusun kebijakan nasional dan norma, standar,

pedoman, dan kriteria di bidang pengelolaan Limbah

Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

b. sosialisasi dan advokasi kepada Pemerintah Daerah,

lintas sektor, dan pemangku kepentingan terkait;

c. melakukan peningkatan kapasitas petugas yang

bertanggung jawab dalam pengelolaan Limbah Medis;

dan

d. monitoring dan evaluasi serta pembinaan teknis.

Pasal 13 

Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah, Pemerintah Daerah 

bertanggung jawab: 

a. menyediakan lahan untuk pelaksanaan Pengelolaan

Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis

Wilayah;

b. membentuk badan usaha atau bekerjasama dengan

pihak swasta untuk menyelenggarakan Pengelolaan 

Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis 

Wilayah;  

c. menyusun kebijakan daerah di bidang pengelolaan

Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

d. sosialisasi dan advokasi kepada lintas sektor dan

pemangku kepentingan terkait;

e. melakukan peningkatan kapasitas petugas yang

bertanggung jawab dalam pengelolaan Limbah Medis;

dan

f. monitoring dan evaluasi serta pembinaan teknis.
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BAB V 

PENCATATAN DAN PELAPORAN 

Pasal 14 

(1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan penghasil Limbah

Medis wajib melakukan pencatatan dan pelaporan terkait

Limbah Medis yang dikelola secara internal.

(2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit memuat:

a. jenis limbah,

b. manifest limbah;

c. sumber limbah;

d. jumlah limbah; dan

e. kegiatan pengelolaan.

(3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib disampaikan secara berjenjang kepada

kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, kepala

dinas kesehatan daerah provinsi, dan Menteri

(4) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan.

(5) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik.

Pasal 15 

(1) Setiap Pengelola wajib melakukan pencatatan dan

pelaporan terkait pengelolaan Limbah Medis secara

eksternal di wilayahnya.

(2) Pencatatan dan pelaporan yang dimaksud sebagaimana

pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. nama dan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan

penghasil Limbah Medis;

b. nomor manifest limbah;

c. jenis dan jumlah limbah; dan

d. jenis-jenis pengolahan limbah.

(3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib disampaikan kepada kepala dinas

kesehatan daerah kabupaten/kota dan kepala dinas
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lingkungan hidup daerah kabupaten/kota, kepala dinas 

kesehatan daerah provinsi dan kepala dinas lingkungan 

hidup daerah provinsi, serta Menteri dan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

(4) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan.

(5) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik.

(6) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) merupakan bagian dari surveilans pengelolaan

Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB VI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 16 

(1) Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup, gubernur, bupati/walikota melakukan

pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Limbah Medis

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah sesuai

dengan kewenangan masing-masing.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. sosialisasi dan advokasi;

b. monitoring dan evaluasi; dan/atau

c. bimbingan teknis dan pelatihan.

Pasal 17 

(1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai

ketaatan proses Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah baik secara

internal maupun eksternal.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menggunakan instrumen yang tercantum dalam

10/12 

BKPK KEMENKES | DIUNDUH PADA 29 JANUARI 2024



Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 15 Juli 2020 

MENTERI KESEHATAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

TERAWAN AGUS PUTRANTO 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 21 Juli 2020 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 804 
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